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Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota 
Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
pelaksanaan program Kota Layak Anak pada klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui faktor pendukung 
dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak pada klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan 
jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan 
mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa sehingga diperoleh hasil 
kemudian menyimpulkannya. berdasarkan indikator teori pengukuran efektivitas 
program oleh budiani yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, 
adapun indikatornya  adalah ketepatan sasaran program, sosialisasi program, 
tujuan program, dan pemantauan program. Dari hasil analisa berdasarkan 
masing-masing indikator pengukuran efektivitas program tersebut maka hasil 
yang diperoleh dari efektivitas pelaksanaan program Kota Layak Anak pada 
klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sudah bisa dikatakan efektif dalam 
pelaksanaannya dan semua indikator pada pengukuran efektivitas program sudah 
tercapai, karena program ini outputnya adalah penghargaan, maka peneliti juga 
melihat bagaimana faktor pendukung berjalannya program dan didapat beberapa 
faktor pendukung yaitu faktor dukungan pemerintah Kota Pekanbaru dalam 
mewujudkan pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru tak 
terkecuali juga pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan serta dukungan 
anggaran dana dalam pelaksanaan dan pelayanan kesehatan bagi anak dalam 
pemenuhan hak kesehatan pada anak. 
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1.1 Latar Belakang 
Anak adalah amanah, rezeki, dan hadiah terindah yang diberikan Allah 
SWT kepada para orangtua, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya 
melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 
tinggi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak disebutkan  bahwa  definisi  anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun, termasuk anak  yang masih dalam  
kandungan.  
Anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa serta sebagai aset 
sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi 
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Berangkat dari 
pemikiran tersebut, maka untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya 
anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak 
mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan 
aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan 
berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena berada di 
keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan secara tidak layak, 
ditinggal orang tua, fasilitas pemerintah yang kurang, sehingga tidak dapat 
menikmati hidup yang memadai, sebagaimana yang diatur pada UU No. 35 tahun 
2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2 “Perlindungan Anak adalah 






hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi”. 
Dalam hal untuk melindungi hak-hak kesejahteraan pada anak, pemerintah 
membuat suatu program kebijakan tentang upaya Pengembangan Kota Layak 
Anak (KLA) sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 
Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 
Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. 
Yang bertujuan Untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota 
yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on 
the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan 
intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan 







Pada program Kota Layak Anak (KLA) terdapat 5 klaster yaitu, 
Tabel 1.1 
Klaster Kota Layak Anak 
KLASTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 
KLASTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN 
ALTERNATIF 
KLASTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 
KLASTER IV PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, & 
KEGIATAN BUDAYA 
KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS 
 
Kota Pekanbaru dengan jumlah 12 kecamatan dan 83 kelurahan, dengan 
jumlah penduduk pada 2017 yaitu sebanyak 1.091.088 jiwa dan pada tahun 2018 
jumlah penduduk yaitu sebanyak 1.117.359 jiwa, Dengan jumlah anak pada tahun 
2018 yaitu sebanyak 398.748 Jiwa. 
Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 2014-2018 






Sumber : BPS Kota Pekanbaru (Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2018 
Tabel 1.3 
Jumlah Anak Kota Pekanbaru Dirinci Menurut Kelompok Umur  
dan Jenis Kelamin 
Kelompok  
Umur 




0-4 57.467 52.551 110.018 
5-9 50.281 46.149 96.430 
10-14 45.936 42.577 88.513 
15-18 51.290 52.497 103.787 
Jumlah Total 398.748 





Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang telah menyandang 
predikat kota layak anak di wilayah Provinsi Riau sejak tahun 2015, kriteria 
pratama yang mana penghargaan ini langsung diberikan oleh Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada 
tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta, setelah dilakukannya penilaian secara intensif 
di tahun 2014. Pada tahun 2018 Kota Pekanbaru berhasil mendapatkan Kembali 
penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kriteria madya dan penghargaan 
pembinaan forum anak daerah terbaik, dan pada tahun 2019 Kota Pekanbaru juga 
kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kriteria 
nindya dan 2 penghargaan lainnya yaitu penghargaan puskesmas ramah anak dan 
penghargaan sekolah ramah anak.  
Tabel 1.4 
Jumlah Puskesmas Kota Pekanbaru 
Kecamatan Jumlah Puskesmas 
Tampan 3 
Payung Sekaki 1 
Bukit Raya 2 
Marpoyan Damai 2 
Tenayan Raya 2 
Lima Puluh 1 
Sail 1 




Rumbai Pesisir 2 
Total 21 
Sumber : BPS Kota Pekanbaru (Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2018) 
Kota Pekanbaru Memiliki total 21 puskesmas yang tersebar pada setiap 
kecamatan di Kota Pekanbaru, yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang 




masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang 
dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat 
kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Tentang Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak yang 
merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang berisi hak anak yang dikelompokkan 
berdasarkan 5 klaster hak anak, dari 5 klaster tersebut penulis memfokuskan pada 
klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak. 
Selain itu hak setiap anak untuk mendapatkan kesehatan juga didukung 
dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan bahwa, upaya 
pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, Balita, 
hingga remaja; termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang 
memerlukan perlindungan. 
Dengan disandangnya predikat Kota Layak Anak sejak 2015 dan 
mendapatkan beberapa penghargaan Kota Layak Anak lainnya, indikator 
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan mempunyai peran langsung kepada indikator-indikator lainnya, 
terutama melalui fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemenuhan hak anak, 
penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Program Kota Layak 
Anak di Kota Pekanbaru khususnya pada bagian klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul 
“Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster 




1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu, 
1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) 
dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru ? 
2. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksaan program Kota Layak Anak 
(KLA) dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota 
Pekanbaru ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang 
ingin dicapai yaitu, 
1. Ingin mengetahui efektifitas pelaksanaan program Kota Layak Anak 
(KLA) dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota 
Pekanbaru 
2. Ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam 
pelaksaan program Kota Layak Anak (KLA) dalam klaster kesehatan dasar 
dan kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru ? 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis  
Penelitian ini sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana 
S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan penelitian ini juga 




dibidang Kebijakan Publik yang salah satunya adalah objek kajian di Ilmu 
Administrasi Negara.  
2. Bagi instansi  
Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai 
bahan masukan dan sumbangan pikiran tentang program Kota Layak Anak 
3. Bagi Akademik 
Semoga hasil dari penelitian ini menjadi sumbangsih ilmu dalam 
objek kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya kebijakan publik, 
sehingga dapat menjadi referensi dan sumber informasi, sehingga menjadi 
















2.1 Konsep Kebijakan Publik 
Menurut William N. Dunn, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 
suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 
lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 
pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, 
kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 
Kemudian Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa kebijakan publik 
adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye 
mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus 
ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan 
pemerintah, jadi semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau 
pejabat pemerintah saja (Herbani Pasolong, 2010:39). 
Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai 
kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun 
kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar, 
sedangkan kata “publik” secara terminologi mengandung arti sekelompok orang 
atau masyarakat (Budi Winamo, 2012:21). Menurut (Wayne Parsons, 2006:3) 
publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau 







Secara definisi, menurut (Woll dalam Hessel, 2003:2) kebijakan publik 
adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, 
baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. 
Pertama, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, 
adanya output kebijakan dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan ketiga, 
adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.  
2.1.1 Tahap Pembuatan Kebijakan 
 Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan 
sebuah analisis kebijakan, yang bagi William N. Dunn adalah untuk merumuskan 
masalah sebagai bagian dari pencarian solusi atau alternatif kebijakan.
 
Ada 
beberapa tahapan proses pembuatan kebijakan, yang ditawarkan oleh William N. 
Dunn, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. 
1. Tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 
Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah 
menentukan masalah publik yang akan dipecahkan.
 
Tidak semua masalah 
akan menjadi masalah publik, tidak semua masalah menjadi isu, serta tidak 
semua isu menjadi agenda pemerintah.
 
Suatu masalah akan menjadi 
masalah publik bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakan ke 
arah tindakan tersebut.
 
Pendapat lain juga dikatakan oleh Woll yang 
dikutip oleh Hessel, bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi 
agenda kebijakan apabila memiliki dampak yang besar bagi kepentingan 




William N. Dunn menawarkan 4 fase proses problem structuring 
untuk merumuskan masalah, yaitu problem search (pencarian masalah), 
problem definition (pendefinisian masalah), problem specification 
(spesifikasi masalah) dan problem setting (pengenalan masalah). 
Setelah menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan, para 
pejabat yang dipilih, menempatkan masalah publik tersebut pada agenda 
kebijakan. Pada tahap ini, banyak masalah tidak disentuh sama sekali dan 
ada juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama. 
2. Tahap Formulasi Kebijakan (Policy Formulation) 
Pada tahap ini, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan 
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
 
Para pejabat merumuskan 
alternatif kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam 
merusmuskan alternatif kebijakan, perlu dilakukan prosedur forecasting 
(peramalan) untuk mengetahui konsekuensi kebijakan yang dipilih di masa 
mendatang. 
3. Tahap Adopsi Kebijakan (Policy Adoption) 
Pada tahap ini, untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih 
melalui dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur 
lembaga atau keputusan peradilan. 
4. Tahap Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) 
Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah 
dibuat. Menurut Dunn, implementasi adalah kebijakan yang telah 
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber 
daya finansial dan manusia.
 




dalam proses kebijakan publik. Bagi Patton dan Sawicki, Implementasi 
berkaitan dengan beragam kegiatan untuk merealisasikan program. Para 
eksekutif mengatur cara untuk menerapkan kebijakan yang telah 
ditentukan. 
5. Tahap Evaluasi Kebijakan (Policy Assesment) 
Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tahap ini 
dilakukan untuk menilai terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. 
Seperti yang dikatan oleh Dunn, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk 
mendapatkan kesimpulan dari kebijakan yang sudah dilaksanakan, 
melainkan juga saran dan kritik untuk merumuskan kembali masalah 
tersebut. 
2.1.2 Implementasi Kebijakan  
Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan 
dapat mencapai tujuannya.
 
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 
sebagaimana yang dikutip (Budi Winarno, 2012:149) membatasi implementasi 
kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah 
atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 
Implementasi kebijakan 
bermuara kepada output, baik berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat 
langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
 
Tahap implementasi berhubungan 
dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan 
memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang 
jelas dan dapat diukur, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil 




Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam kebijakan 
publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai 
dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan menurut Lester dan 
Stewart (dalam Winarno 2012:147) dipandang dalam pengertian yang luas, 
merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 
Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang- 
undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama- 
sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan 
atau program-program. Kebijakan dan implementasi kebijakan merupakan sebuah 
rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi 
dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan 
berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara 
stakeholders, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknis secara 
sinergitas yang digerakan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah 
tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2012: 133). 
Salah satu ahli yang beraliran top-down yaitu Daniel A. Mazimanian dan 
Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab (2012:135), menjelaskan makna 
implementasi yaitu: 
“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Kemudian fokus perhatian pada 
implementasi kebijakan, yaitu kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 
pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup usaha-usaha untuk 
mengadministrasikan-nya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata 




Selain itu van Meter dan van Horn (1975) dalam Winarno (2012:149) 
membatasi definisi implementasi kebijakan sebagai: 
“tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan kebijakan sebelumnya.” 
Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan adalah sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang 
telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Tindakan-tindakan yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah 
keputusan- keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 
perubahan- perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 
kebijakan. 
2.2 Konsep Efektivitas 
Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil. Sesuatu 
yang dilakukan dengan baik. Robbins (1994) mendefinisikan efektivitas sebagai 
tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas 
memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara 
kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy efektivitas adalah 
sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan 
sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah 
personil yang ditentukan” (Effendy, 2003:14). 
Menurut (SP. Siagian. 2002:151) efektif adalah tercapainya sasaran yang 
ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang 




Sedangkan menurut Ravianto dalam Masruri (2010: 55) efektivitas adalah 
seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan 
keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu 
pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya 
maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. 
Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara 
untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan 
membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas 
Depnaker,1983, dalam Setiawan,1998). 
Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang 
paling menonjol adalah : 
1. Keberhasilan program 
2. Keberhasilan sasaran 
3. Kepuasan terhadap program 
4. Tingkat input dan output 
5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121) 
Menurut Henry, brian dan white (dalam Samodra Wibawa, 1994:65) 
mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur 
efektivitas program atau kebijakan, yaitu: 
1. Waktu pencapaian 
2. Tingkat pengaruh yang diinginkan 
3. Perubahan prilaku masyarakat 




5. Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya. 
Sementara itu Robbins (1994:51-54) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur 
dengan tiga pendekatan, yaitu : 
a. Pendekatan tujuan, dengan anggapan bahwa tujuan merupakan ukuran 
efektivitas organisasi. 
b. Pendekatan sistem, dengan anggapan bahwa kelangsungan hidup dan 
perkembangan organisasi bergantung pada kemampuannya menghasilkan 
produksi barang dan jasa yang dibutuhkan lingkungannya. Pendekatan 
sistem ini lebih bersifat makro karena efektivitas mencakup baik aspek 
organisasi maupun aspek lingkungannya. 
c. Pendekatan konstituasi-strategis, yang didasari pada berbagai pihak yang 
berkepentingan dalam kinerja organisasi seperti : 
1. Pimpinan organisasi berharap organisasi berjalan sesuai tujuan yang 
telah ditetapkan, 
2. Pemilik ingin meraih profit. 
3. Manajer dan karyawan berharap memiliki penghasilan yang tinggi, 
4. Kreditur berharap organisasi mampu memenuhi kewajibannya, 
5. Pemasok berkeinginan organisasi lancar melakukan pembayaran, 
6. Pemerintah berharap organisasi taat pada peraturan yang telah 
ditetapkan, 
7. Pelanggan dapat dilayani dengan baik oleh organisasi 
Subagyo dalam Budiani Efektivitas Program (2007:52-53) menyatakan 




menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : 
1. Ketepatan sasaran program 
Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah 
ditentukan sebelumnya. 
2. Sosialisasi program 
Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan 
sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan 
program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan 
sasaran peserta program pada khususnya. 
3. Tujuan program 
Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program 
dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 
4. Pemantuan program 
Yaitu sejauhmana pengawasan yang dilakukakan setelah 
dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta 
program. 
 
2.3 Program Kota Layak Anak 
Berdasarkan Keppres nomor 36 tahun 1990 yang merupakan hasil 
ratifikasi dari Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak 
(KHA) (1989) menyebutkan bahwa  anak  adalah mereka yang berusia 18 tahun 
ke bawah. 
UNICEF mendefinisikan anak  sebagai  penduduk  yang  berusia antara 0 




tentang perlindungan anak disebutkan  bahwa  definisi  anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun, termasuk anak  yang masih dalam  
kandungan. Menjadi dasar pertimbangan penentuan batas  usia  tersebut mengacu  
pada  ketentuan  dalam  Konvensi  Hak  Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. 
Jika dicermati dari pengertian-pengertian diatas, maka  secara keseluruhan 
dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 18 
tahun. Penjelasan mengenai batas usia 18  tahun  ditetapkan berdasarkan 
pertimbangan kepentingan usaha  kesejahteraan  sosial serta pertimbangan 
kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang 
umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 18 tahun. 
Kota Layak Anak adalah kota yang di dalamnya telah diramu semangat 
untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam 
proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan 
yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik non fisik) serta diskriminasi. 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. 
Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak 
anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), 
dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses 




Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan 
Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan 
kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak 
Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut 
digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk 
mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke 
dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, 
dan program yang layak anak.  
Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah 
ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam 
menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam 
pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi 
kepentingan anak.  
Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh 
Indonesia, Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
menerbitkan empat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
Empat peraturan dimaksud adalah : 
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak. 
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 





3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak. 
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi 
Kabupaten/Kota Layak Anak. 
2.4 Kesehatan pada Anak 
Menurut Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang 
memungkinkan setiap orang hidup secara produktif secara social dan ekonomi. 
Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, 
rohani, social, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan 
kelemahan.Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki 
gangguan apapun secara klinis. Fungsi organ tubuhnya berfungsi secara baik, dan 
dia memang tidak sakit. Sehat secara mental/psikis adalah sehatnya pikiran, 
emosional, maupun spiritual dari seseorang. Ada suatu kasus seseorang yang 
memeriksakan kondisi badannya serba tidak enak, akan tetapi secara klinis/hasil 
pemeriksaan dokter menunjukan bahwa orang tersebut tidak sakit, hal ini bisa 
disebabkan karena orang tersebut mengalami gangguan secara mental/psikis yang 
mempengaruhi keadaan fisiknya. Contoh orang yang sehat secara mental adalah 
tidak autis, tidak stress, tidak mengalami gangguan jiwa akut, tidak mempunyai 





Menurut Permenkes No. 25 tahun 2014 pasal 1 ayat 9 ,Upaya Kesehatan 
Anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan 
derajat kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, 
dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat. 
Pengaturan Upaya Kesehatan Anak bertujuan untuk:  
A. Menjamin kelangsungan hidup anak yang diutamakan pada upaya 
menurunkan angka kematian Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. 
B. Menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan potensi 
yang dimiliki. 
C. Melibatkan partisipasi Anak Usia Sekolah dan Remaja di bidang 
kesehatan. 
D. Menjamin terpenuhinya hak kesehatan anak dengan memperhatikan siklus 
hidup. 
E. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak 
dan Remaja. 
F. Mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, 
baiksosial maupun ekonomi 
G. Menjamin agar Anak Usia Sekolah dan Remaja mendapatkan pendidikan 
kesehatan melalui sekolah maupun luar sekolah 
H. Memberikan perlindungan kepada Anak dalam memperoleh pelayanan 




I. Memberikan kepastian hukum bagi Anak, orang tua/Keluarga, tenaga 
kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. 
Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten / Kota  Layak Anak pada 
pasal 10 menjelaskan tentang Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan meliputi : 
a) Angka Kematian Bayi;  
b) prevalensi kekurangan gizi pada balita;  
c) persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;  
d) jumlah Pojok ASI;  
e) persentase imunisasi dasar lengkap;  
f) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan 
mental;  
g) jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan 
kesejahteraan;  
h) persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan  
tersedia kawasan tanpa rokok 
 
2.5 Pandangan Islam 
2.5.1 Kesehatan Dalam Pandangan Islam 
Sehat biasanya diartikan sebagai suatu keadaan  yang baik bagi seluruh 
anggota tubuh, dan dapat  menjalankan fungsinya. Dalam Munjid al-Thulab, 
Fu’ad Ifram al-Bustamy berpendapat bahwa sehat adalah hilangnya penyakit, dan 




Kesehatan biasanya juga mempunyai dua pengertian, yaitu kesehatan 
jasmani yang kemudian diistilahkan dengan kata as-shihah, dan kesehatan rohani 
yang diistilahkan dengan kata afiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 
afiat dipersamakan dengan kata as-shihah. Afiat diartikan sebagai sehat dan kuat, 
sedangkan as-shihah diartikan sebagai keadaan baik pada segenap badan serta 
bagian-bagiannya bebas dari sakit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sehat 
merupakan lawan dari sakit, dan afiat diartikan sebagai sehat yang sempurna (al- 
shihah al-tammah) dan berati pula kuat dan tegap.
 
 
Kata as-shihah dan al-afiyah tidak disebutkan dalam al-Qur’an. Namun, 
sering disebutkan dalam hadist dan do’a-do’a diantaranya: 
a. hadis Rasulullah saw, yang berbunyi: 
تُ َواْلفََساُغ. )زواي البخازي( حَّ  وِْعَمتَاِن َمْغبُْىٌن فِْيهَِما َكثِْيٌس ِمَه الىَّاِس الصِّ
“Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi (karena tidak diperhatikan), 
yaitu kesehatan dan waktu luang”. (HR. Al-Bukhari) 
2.5.2 Anak Dalam Pandangan Islam 
Al-Qur’an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-
anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat 
Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman 
untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang 
pendidikan dan perlindungan anak. 
Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua 
berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua 




malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur’an Allah 
swt.pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai 
penyejuk mata atau permata hati orang tuanya.  
a) Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia  
Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran 
disebutkan,  
ْويَا َواْلبَاقِ  الَِحاُث َخيٌْس ِعىَد َزبَِّك ثََىابًا َوَخْيٌس أََمًل اْلَماُل َواْلبَىُىَن ِشيىَتُ اْلَحيَاِة الدُّ يَاُث الصَّ  
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang 
kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 
untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46)”.Ayat di atas menyatakan, bahwa 
anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan 
bayi, rengekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak 
yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan 
suami istri selalu merasakurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum 
mempunyai anak.Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di 
dalamnya terdapat anak. 
b) Anak sebagai Penyejuk Hati 
Dalam Al-Qur’an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati 
(qurrataa’yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang 
seoranganak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta 
yang tidakternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, 




hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi 
penyejuk hatibuat orang tuanya. 
ةَ أَْعيٍُه َواْجَعْلىَا لِْلُمتَّقِيَه إَِماًماَوالَِّريَه يَقُىلُىَن َزبَّىَا هَْب لَىَا ِمْه أَْشَواِجىَا  يَّاتِىَا قُسَّ َوُذزِّ  
“Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan 
kami sebagai penyejuk hati danjadikanlah kami pemimpinan bagiorang-orang 
yang bertakwa”.(QS: Al-Furqan: 74) 
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Mewujudkan kota layak 
anak, sedangkan penelitian 
yang akan penulis lakukan 
adalah efektivitas 
pelaksanaan program kota 
layak anak dengan 
memfokuskan pada klaster 
kesehatan dasar dan 






Sosialisasi Program Kota 
Layak Anak Di Kota 
Pekanbaru 
(Studi Kasus : Hak Sipil 
Anak) 
Penelitian ini membahas 
salah satu  pendekatan yaitu 
top down yang terdapat 
pada peraturan menteri 
pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak no. 
11 tahun 2011 dengan cara 
memberikan fasilitas dan 
sosialisasi memfokuskan 
pada hak sipil anak di Kota 
Pekanbaru, sedangkan 
penelitian yang akan penulis 
lakukan tidak membahas 




No. Nama Judul Perbedaan 
pengembangan kota layak 
anak melainkan mengukur 
efektivitas pelaksanaan 
program kota layak anak 
dengan fokus kesehatan 
dasar dan kesejahteraan 







kebijakan kota layak 
anak (KLA) Di Kota 
Pekanbaru 
Penelitian ini dilakukan 
pada saat awal Kota 
Pekanbaru menerapkan 
program KLA dan masih 
pada peringkat pratama, 
sedangkan penelitian yang 
akan penulis lakukan ini, 
Kota Pekanbaru sudah 
mendapatkan peringkat 




Ambar Setiyani (2014). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Layak 
Anak (KLA) Di Kabupaten Siak Tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini mengkaji 
tentang peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk mewujudkan 
Kabupaten Siak sebagai salah satu kota dengan predikat kota layak anak dalam 
menekan tingkat kekerasan pada anak, pihak terkait yang terlibat dalam 
mewujudkan KLA (Kota Layak Anak) di Kabupaten Siak diantaranya, BP3AKB, 
P2TP2A, KPAID Kabupaten Siak, Dinas Sosial, Porlesta Kabupaten Siak, dan 
Masyarakat. 
Nilawati Desiana (2017). Sosialisasi Program Kota Layak Anak Di Kota 
Pekanbaru (Studi Kasus : Hak Sipil Anak). Penelitian ini memfokuskan pada 
klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) program KLA (Kota Layak Anak) yang mana 
berdasarkan hasil penelitian, di Kota Pekanbaru Sosialisasi yang dilakukan oleh 




masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Program Kota Layak 
Anak dibidang Hak Sipil dimana anak yang baru lahir langsung mendapatkan akta 
kelahiran. 
Mustiqowati Ummul Fithriyyah (2017). Studi implementasi kebijakan kota 
layak anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian ini masih tingginya 
tingkat permasalahan pada anak di Kota Pekanbaru seperti kekerasan, minimnya 
fasilitas publik bagi anak dan minimnya keterlibatan partisipasi anak di ranah 
publik, serta dalam tahap pengembangan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru 
belum dikatakan maksimal hanya pembentukan Gugus Tugas dan Forum Anak 
Kota Pekanbaru yang terlaksana. 
2.7 Defenisi Konsep 
Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka 
terlabih dahulu penulis mengoperasikan beberapa konsep-konsep yang 
berhubungan dengan penelitian ini 
a. Kebijakan publik 
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 
dilakukan oleh pemrintah yanag berorientasi pada tujuan tertentu guna 
memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 
b. Efektifitas 
Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat memilih tujuan-tujuan yang 
tepat dari serangkaian alternatif pilihan lainnya. Efektivitas bias juga diartikan 
sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah di 




c. Kota Layak Anak 
Kota Layak Anak adalah kota yang di dalamnya telah diramu semangat untuk 
memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses 
pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan yang 
kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat 
perlindungan dari kekerasan (fisik non fisik) serta diskriminasi. Kota Pekanbaru 
sudah menerapkan program kota layak anak dan saat ini mendapatkan peringkat 
nindya. 
 
2.8 Konsep Oprasional 
Untuk menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman terhadap teori yang 

























a. Sosialisasi kepada masyarakat 




a. Memberikan pemenuhan hak 
anak atas kesehatan 
b. Memberikan pelayanan 
kesehatan yang ramah anak 
4. Pemantauan 
program 
a. Memastikam program berjalan 
sesuai prosedur 
b. Memastikan tujuan program 
tercapai 





2.9 Kerangka Berpikir 
Gambar 2.1 






















Program Kota Layak 
Anak (KLA) Pada Klaster 
Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan Anak di 
Kota Pekanbaru 
Pengukuran 
Efektivitas Program Faktor Pendukung 
1. Ketepatan sasaran 
2. Sosialisasi program 
3. Tujuan program 
4. Pemantauan 
program 
Efektif dan tidak efektifnya 
program Kota Layak Anak 
(KLA) pada klaster 








3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang berlokasi di 
Jalan Dagang No. 78 Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang 
berlokasi Jalan Melur No.103, Kota Pekanbaru, Penulis memilih lokasi tersebut 
dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru adalah instansi yang bertugas meningkatkan kualitas  perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kota Pekanbaru, sedangkan Dinas 
Kesehatan Kota Pekanbaru adalah instansi yang bertugas untuk pemenuhan hak-
hak pada bidang kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru dan mendukung 
terwujudnya pelaksanaan program kota layak anak pada klaster kesehatan dasar 
dan kesejahteraan 
 
3.2 Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan 
informasi dan membuat deskriftif tentang suatu fenomena menurut apa adanya 
pada saat penelitian dilakukan (Tohirin, 2012:2). Penelitian ini menggali fakta 
efektivitas pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) pada klaster kesehatan 
dasar dan kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru dan dideskripsikan berdasarkan 







3.3 Jenis dan Sumber Data  
Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data 
yaitu : 
1. Data primer   
Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 
sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait penelitian ini, data 
primer didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada para 
informan peneliti. 
2. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk 
laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, dokumen 
kantor, foto-foto, dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu penelitian ini. 
Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal yang sangat penting untuk 
itu diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis 
gunakan adalah sebagai berikut : 
1. Obeservasi  
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti (Husaini & Purnomo, 2011:52). Metode ini dilakukan untuk 




lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan penulis dapat masuk kedalam 
lingkungan yang akan diteliti.  
2. Wawancara  
 Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancara 
disebut interviewee (Husaini & Purnomo, 2011:55). Proses wawancara dilakukan 
untuk mendapatkan data dari informan tentang Pelaksanaan Program Kota Layak 
Anak Pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak. Dalam hal ini 
peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait penelitian yang 
dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak 
menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 
mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan mempelajari 
kembali infromasi yang tersimpan, misalnya buku-buku, arsip, tabel-tabel, dan 
bahan-bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat sebagai sumber data. Menurut 
Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa 
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 
agenda, dan sebagainya. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-
catatan dan arsip-arsip yang ada pada lembaga yang mengembangkan Program 
Kota Layak Anak. Disamping dokumen tertulis yang berupa data-data, juga 




3.5 Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu 
persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang 
jelas akurat dan terpercaya. Informan penelitian dalam penelitian ini dapat berupa 
pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami 
informasi tentang pelaksanaan program Kota Layak Anak klaster kesehatan dasar 
dan kesejahteraan di Kota Pekanbaru. Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk 
membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. 
Informan dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode purposive 
sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiono, 2012), dengan menggunakan teknik purposive 
sampling diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan tentang yang diteliti. 
Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi 
mengenai penelitian ini. Adapun informan penelitian sebagai berikut: 
1. Key Informan :  
1) Kepala seksi Pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru. 
2) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bidang kesehatan keluarga dan 
gizi. 





2. Informan Pendukung  
Dalam penelitian ini peneliti mengambil masyarakat sebagai informan 
pendukung, yang mana masyarakat tersebut benar-benar mengetahui dan 
sebagai pengguna pelayanan kesehatan ramah anak yang berada pada 
puskesmas maupun rumah sakit yang sudah menerapkan pelayanan ramah 
anak, peneliti mengambil 2 orang sampel masyarakat sebagai informan 
pendukung. 
 
3.6 Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89). 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis 
data dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 
337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas 
meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data ( data display) dan 






a. Reduksi data (data reduction)  
Mereduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting ,dicari tema dan polanya dan membuang 
yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan 
pengumpulan data selanjutnya.  
b. Penyajian data ( data display)  
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data 
dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif dan 
dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah 
dipahami.  
c. Penarikan kesimpulan (verification)  
Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan,kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat 
mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 
yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan 
masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan 








Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi diartikan sebagai 
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan Triangulasi Sumber, menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi 
sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 
teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
Gambar 3.1 Triangulasi 
sumber 


















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru  
4.1.1  Sejarah Singkat Kota Pekanbaru  
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat 
itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus 
berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara sungai siak. 
Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara 
Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda 
diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap 
beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di 
Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 
Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi 
tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan 
dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.  
Dengan Kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat 
penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke 
pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang 
seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus 
berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam 
lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak 
yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik 






Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute 
Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah 
yang srategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 
Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. 
Semenjak Sultan Abduk Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 
membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak 
disekita lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat 
pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang 
dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang 
bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar 
bergeser disekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.  
Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 
Rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang 
kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh 
Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diserahkan 
kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima 
Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki 
wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut 
bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada 





Visi Kota Pekanbaru   
“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”  
Misi Kota Pekanbaru   
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 
kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing 
di tingkat local, nasional maupun internasional.  
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan 
kemampuan / keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, 
kependudukan dan keluarga sejahtera.  
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatabat dan bermarwah 
yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 
berkeadilan tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya serta hidup 
dalam rukun dan damai.  
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy 
listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama 
infrastruktur pada kawasan industry, parawisata serta daerah pinggiran 
kota.  
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan 
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan.  
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 
meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa dan 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 




4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru  
a. Luas dan Letak Wilayah  
Kota Pekanbaru terletak antara 101’14’-101’34’ bujur dan 0’25’-0’45’ 
lintang utara. Dengan ketinggian dari pemukiman laut berkisar antara 5-50 
meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan 
ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru 
diperluas dari 62,96 km² menjadi 446, 50 km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 
kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan 
Pertanahan Nasional Tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota 
Pekanbaru adalah 632,26 km².  
b. Batas Wilayah  
Kota Pekanbaru berbatasan dengan:  
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;  
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten 
Pelalawan;  
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;  
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 
Pelalawan.  
c. Jarak Ibukota  
Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak 
lurus dengan kota-kota lainnya sebagai Ibukota Provinsi ialah sebagai berikut:  
1. Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118 km  




3. Pekanbaru Tembilahan berjarak 213,5 km  
4. Pekanbaru-kerinci berjarak 33,5 km  
5. Pekanbaru-Siak berjarak 74,5 km  
6. Pekanbaru-Bangkinang berjarak 51 Km  
7. Pekanbaru- Pasir Pangaraian berjarak 132,5 Km  
8. Pekanbaru-Bengkalis berjarak 128 km  
9. Pekanbaru- Bagan Siapiapi berjarak 192,5 km  
10. Pekanbaru-Dumai berjarak 125 km 
d. Sungai  
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat 
ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air 
Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan 
dan Sungai Sail.  
e. Iklim  
Suhu dan Kelembapan di suatu tempat antara lain ditentukan oleh 
rendahnya tempat tersebut dengan permukaan laut dan jarak dari pantai. Suhu 
udara Kota Pekanbaru termasuk Kota beriklim tropis dengan suhu udara 
maksimum berkisar 20.2 º celcius hingga 23.3 º celcius. Curah hujan antara 
38.6-435.0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:  
a) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 
Desember.  




c) Kelembapan maksimum antara 96%-100%, dan kelembapan minimum 
antara 46%-62%.   
 
4.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kota Pekanbaru  
Visi  
“Kesetaraan Dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City 
Yang Madani”  
Misi  
1. Mewujudkan pengarustamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan 
perempuan;  
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;  
3. Mewujudkan tatakelola pelayanan organisasi yang berkualitas.   
  
4.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
1. Kepala Dinas   
Tugas  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 
pemerintahaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 





Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;  
b) Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak;   
c) Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan 
kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;   
d) Perumusan penetapan kinerja unit kerja;  
e) Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam 
rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak;  
f) Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di lingkup 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
g) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
h) Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja 
dinas secara berkala;  
i) Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak;  
j) Pelaksanaan penilaian hasil prestasi kerja bawahan;  
k) Pengelolaan keuangan dinas;  
l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 




2. Sekretaris  
Tugas  
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   
Fungsi  
Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
b) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 
pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;  
c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 
pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 
penyusunan program;  
d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, 
upacara serta keprotokolan;   
e) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi 
setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;   
f) Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 
keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 
gedung kantor;  
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 




3. Kepala Sub Bagian Umum   
Tugas   
Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, 
menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 
Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Fungsi  
Sub   Bagian   Umum   dalam   melaksanakan   tugas 
menyelenggarakan  Fungsi :  
a) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah 
tangga serta kearsipan;  
b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian 
Umum;  
c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;  
d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-
upacara dan rapat-rapat dinas;  
e) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;   
f) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 
penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang 
milik daerah;  
g) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 




h) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;  
i) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);  
j) Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, 
kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 
pengamanan di lingkungan dinas;  
k) Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan 
pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan 
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan 
penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;  
l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.     
4. Kepala Sub Bagian Keuangan   
Tugas   
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Fungsi  
Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi:  
a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta 




Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan 
tahunan dan laporan evaluasi kinerja;  
c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;  
d) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk 
teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;  
e) Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, 
temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;  
f) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
g) Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan;  
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
5. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender  
Tugas   
Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender.  
Fungsi  
Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 




b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 
kualitas keluarga;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 
keluarga;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 
kualitas keluarga;  
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 




j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, 
hukum dan kualitas keluarga;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 
keluarga;  
n) Penyiapan kelembagaan Bidang Pengarusutamaan Gender;  
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan;  
p) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan 
hak anak;    
q) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 





r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
6. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Ekonomi  
Tugas   
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi.  
 Fungsi  
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 





e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi;  
g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi gender di bidang ekonomi;  
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi;  
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 




n) Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;  
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang 
ekonomi;   
p) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Kualitas Keluarga  
Tugas   
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga.  
 Fungsi  
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 
fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 





c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga;  
g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;  
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
kualitas keluarga;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 




l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
kualitas keluarga;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang kualitas keluarga;  
n) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan 
hak anak;  
o) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang kualitas keluarga;  
p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
8. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan Hukum  
Tugas   
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 





Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Sosial, Politik dan Hukum dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum;  
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  
g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 




i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
sosial, politik dan hukum;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang sosial, politik dan hukum;  
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
sosial, politik dan hukum;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;  
n) Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, 
politik dan hukum;  
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang 
sosial, politik dan hukum;   
p) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang sosial, politik dan hokum;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 




i. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak  
Tugas   
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
perlindungan perempuan dan anak.  
Fungsi  
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan 
tugas  menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang;  
b) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang;  
c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan 
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  
d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 




di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  
e) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang;  
f) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang;  
g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
h) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
i) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
j) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 




rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang;  
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang;  
m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang;  
n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang;  
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 




dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
q) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
r) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak;  
s) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 
anak;  
t) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak;  
u) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak;  
v) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
w) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus;  
x) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak;  
y) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 




z) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak;  
1. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
3. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak;  
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
ii. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak  
Tugas   
Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak  dalam 





Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam melaksanakan 
tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak;  
c) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
g) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus;  
h) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak;  
i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
iii. Kepala Seksi Pencegahan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan 
Korban Kekerasan  
Tugas   
Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 




Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan 
perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.  
Fungsi  
Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:  
a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang;  
b) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang;  
c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan 
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  
d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, 
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  
e) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 




ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang;  
f) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang;  
g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
h) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
i) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
j) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 




perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang;  
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang;  
m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang;  
n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang;  
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang  
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 




dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
iv. Kepala Seksi Informasi Dan Data  
Tugas   
Seksi Informasi dan Data mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub 
urusan informasi dan data.  
Fungsi  
Seksi Informasi dan Data dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak;  
c) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 




f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
v. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak  
Tugas   
Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan 
hak anak.  
Fungsi  
Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 




c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya;  
f) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi     dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  
g) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;  
h) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pemenuhan hak anak;  
i) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;  
j) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 




k) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pemenuhan hak anak;  
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pemenuhan hak anak;  
m) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
non pemerintah dan dunia usaha;  
n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak;   
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang pemenuhan hak anak;  
p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
vi. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi  
Dan Partisipasi  
Tugas   
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan 
Partisipasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemmenuhan Hak 
Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang hak 





Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan 
Partisipasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi 
dan partisipasi;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, 




j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
non pemerintah dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi;  
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi;   
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 





vii. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar Dan  
Kesejahteraan   
Tugas   
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan 
Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan.  
Fungsi  
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 





g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan 
dasar dan kesejahteraan;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan 
dasar dan kesejahteraan;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
n) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
non pemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan 




p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
viii. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif 
Dan Pendidikan  
Tugas   
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan 
Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak 
Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan.   
 Fungsi  
Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif dan 
Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu 
luang dan kegiatan budaya;  
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 




d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya;  
j) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif 
dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
k) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 




pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya;  
l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
non pemerintah dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;   
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu 






4.4 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 
Visi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 
Adapun visi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah “Masyarakat Mandiri 
untuk Hidup Sehat”. 
Misi  Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 
Adapun Misi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah:  
1. Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;  
2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;  
3. Mewujudkan, memlihara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
bermutu, merata, dan terjangkau;  
4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah 
kesehatan;  
5. Meningkatkan dan ,endayagunakan sumber daya kesehatan.  
 
4.5 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 
Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:  
1. Kepala Dinas  
Kepala Dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai asas 
otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan. Kepala Dinas 
bertugas untuk merumuskan kebijakan baik kebijakan operasional maupun teknis 
terkait tentang kesehatan, mengarahkan kegiatan dan penyusunan program Dinas 






2. Sekretaris  
Sekretaris memiliki beberapa tugas pokok untuk membantu kerjaKepa Dinas 
Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan, perencanaan, mengendalikan, 
memantau, mengevaluasi program, aset dan pengembangan dalam bidang medis 
serta melakukan pebinaan administrasi. Sekretaris membawahi beberapa Kepala 
Sub. Bagian, yaitu:  
a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian: memiliki tugas untuk membantu 
sekretaris menyelenggarakan fungsi ke tatausahaan, rumah tangga, serta 
pengelolaan administrasi kepegawaian.  
b. Sub Bagian Keuangan dan Penata usahaan aset: memiliki tugas membantu 
sekretasris untuk melaksanakan kegiatan anggaran berdasarkan kinerja serta 
pertanggung jawaban keuangan. 
c. Sub Bagian Penyusunan Program: memiliki tugas mebantu sekretaris untuk 
melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian data, serta melakukan 
evaluasi program dinas.  
3. Bidang Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kesehatan  
Yaitu memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan 
pelayanan medis dasar, pelayanan rujukan, atau pelayanan khusus. Kepala bidang 
membawahi beberapa seksi, yaitu:  
a. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan;  
b. Seksi Sarana dan Prasarana;  





4. Bidang Pengendalian Kesehatan  
Yaitu memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan 
penyehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit. Kepala bidang membawahi 
beberapa seksi yaitu:  
a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;  
b. Seksi Penyehatan Lingkungan;  
c. Seksi Surveilands Penyakit dan Pengendalian KLB.  
5. Bidang Kesehatan Keluarga  
Yaitu bertugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan 
peningkatan taraf kesehatan. Kepala bidang membawahi beberapa seksi, yaitu: 
a. Seksi Pebinaan Kesehatan Keluarga dan KB;  
b. Seksi Gizi;  
c. Seksi Kesehatan Reproduksi.  
6. Bidang Promosi Kesehatan  
Yaitu meiliki tugas untuk membantu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan 
dan peberdayaan masyarakat. Bidang ini membawahi beberapa seksi, yaitu:  
a. Seksi Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan;  
b. Seksi Jaminan Kesehatan;  
c. Seksi Peran serta Masyarakat.  
7. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Pusk. UPTD, Gudang Farmasi, Lab. Kes)  
Yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan tugas operasional diwilayah kerja 
masing-masing yang mencakup bimbingan, penyuluhan, pembinaan, dan 




8. Unit Fungsional  
yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam bidang kesehatan 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1  Kesimpulan 
Setelah diuraikan dengan seksama berdasarkan hasil wawancara dan data-
data yang diperoleh, penulis menyimpulkan efektivitas pelaksanaan program Kota 
Layak Anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota 
Pekanbaru. 
1. Efektivitas pelaksanaan program KLA klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru mencakup , ketepatan sasaran 
program pada pelaksanaan program Kota Layak Anak pada klaster 
kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri dari 3 sasaran yakni 
anak,keluarga, dan lingkungan, Sosialisasi program, Tujuan program, 
Pemantauan program. pengukuran efektivitas pelaksanaan program Kota 
Layak Anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota 
Pekanbaru, semua indikator pengukuran efektivitas program sudah 
tercapai pada pelaksanaan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan di 
Kota Pekanbaru dan sudah bisa dibilang efektif dari segi pelaksanaannya. 
2. Faktor pendukung pelaksanaan program Kota Layak Anak pada klaster 
kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain adanya dukungan dari 
pemerintah Kota Pekanbaru, tersedianya dana dalam mewujudkan 








6.2  Saran 
1. Mengoptimakan setiap sumber daya yang ada, baik SDM maupun fasilitas 
lain sehingga program dapat berjalan berkelanjutan. 
2. Bijak dalam penggunaan dana anggaran dalam pelaksanaan program Kota 
Layak Anak terkhusus klaster kesehatan dasar agar untuk kedepannya 
pelaksanaan program bisa semakin baik lagi. 
3. Menambahkan lebih banyak fasilitas-fasilitas pendukung program Kota 
Layak Anak. 
4. Pemeliharaan fasilitas ramah anak harus lebih ditingkatkan dan tentunya 
harus selalu layak pakai. 
5. Bijak dalam mengurangi iklan-iklan sponsor rokok ditempat umum. 
6. Selalu mempermudah pelayanan kesehatan terhadap anak dan tidak 
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EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK 
PADA KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK 
DI KOTA PEKANBARU 
UNTUK : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU 
A. Ketepatan Sasaran Program 
1. Apakah pelaksanaan program KLA khususnya pada klaster kesehatan dan 
kesejahteraan sudah merata sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan 
diseluruh kota pekanbaru ? 
2. Bagaimana pelaksanaan program KLA pada klaster kesehatan dan 
kesejahteraan dalam menanggulangi masalah pada anak di kota 
pekanbaru? 
 
B. Sosialisasi Program 
1. Apakah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, setiap 
tahunnya sudah menggiatkan sosialisasi kepada instansi-instansi terkait 
maupun masyarakat, terkait pelaksanaan program kota layak anak pada 
klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di kota pekanbaru? 
2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi yang diberikan terhadap percepatan 
perkembangan progam KLA pada klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan anak di kota pekanbaru ? 
3. Apakah ada sarana informasi lainnya yang diberikan sebagai sarana 
pendukung dalam menunjang terwujudnya percepatan pelaksanaan KLA 






C. Tujuan Program 
1. Apakah tingkat masalah kesehatan dan kesejahteraan pada anak 
mengalami kenaikan atau penurunan dengan adanya program kota layak 
anak di kota pekanbaru? 
2. Apakah dengan diberlakukannya program kota layak anak di kota 
pekanbaru, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sudah 
memprioritaskan anak maupun anak penyandang disabilitas dalam 
memenuhi haknya? 
3. Apakah penyediaan fasilitas kesehatan anak dan kesejahteraan sosial, 
sudah tersebar merata di kota pekanbaru ? 
 
D. Pemantauan Program 
1. Bagaimanakan strategi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak agar tujuan dari program kota layak anak dapat berjalan dengan baik 
dan dapat menekan tingkat permasalahan pada anak khususnya pada 
klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan di kota pekanbaru? 
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan program kota layak anak khususnya 
pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang dilakukan dinas 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru ? 
3. Apa yang akan dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak kota pekanbaru, jika didalam pelaksanaan program 
KLA tidak tepat sasaran atau tidak berjalan dengan baik khususnya pada 












EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK 
PADA KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK 
DI KOTA PEKANBARU 
UNTUK : DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU 
A. Ketepatan sasaran program 
1. Apakah dalam pelaksanaan program KLA pada klaster kesehatan dasar 
dan kesejahteraan anak sudah mencakup seluruh sasaran yang sudah 
ditetapkan ?  
2. Apa saja program yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru terutama 
dinas kesehatan kota pekanbaru dalam upaya mewujudkan pelaksanaan 
program KLA pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan ? 
 
B. Sosialisasi program 
1. Apakah disetiap tahunnya dinas kesehatan mengadakan sosialisasi 
dibidang kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program kota layak 
anak ? 
2. Apa saja bentuk sosialisasi yang diadakan oleh dinas kesehatan kota 
pekanbaru dalam pelaksanaan program KLA pada klaster kesehatan dasar 
dan kesejahteraan? 
 
C. Tujuan program 
1. Bagaimana aksi ataupun tindakan dinas kesehatan kota pekanbaru dalam 




2. Apa saja fasilitas kesehatan maupun jaminan kesehatan yang di lakukan 
oleh dinas kesehatan untuk mendukung mewujudkan pelaksanaan 
program kota layak anak dibidang kesehatan? 
 
D. Pemantauan program 
1. Bagaimanakan tindakan dinas kesehatan kota pekanbaru untuk 
memastikan pelaksanaan program KLA pada klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan berjalan dengan baik dan dapat menekan tingkat 
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